
3. Perselujuan ini, khususnya,dilerapkan lerhadap pajak-pajakyang berlaku sekarangini, yailu:

a) dalam hal Porluga/~

(i) Pajak penghasilan perorangan (ImpOslo sabre a Rendlmenlo dasPessoas Singulares - IRS);

(Ii) Pajak penghasilan badan (Impasto Sabre a Rendimenlo cas PessoasColectivas - IRe);

2. ' Yang dianggapsebogai pajak alas penghasilonadalah pajak yang dikenakanalas
lolal penghasilanatau alas unsur-unsurpenghasilan,lermaSUkpajak-pajakalas keunlungan
dari pengalihan haria bergerak atau lidak bergerak serta pajak alas ueah alau gaji yangdibayarkan oleh perus~h.aan"

1. Perselujuan ini dilerapkan lerhadap pajak-pajak alas penghasilan yang dikenakan
oleil euatu NegaraPihakpada Perselujuanatau bagianketalanegaraannyaalau pemerinlail
daerahnya,lanpamelihalbagaimanacarapajak-pojaklersebul dikenakan.

PaSal2
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUPDALAM PERSETUJUAN

PerSelujuan ini berlaku terhadap orang dan b~dan yang menjadi penduduk salahsalu alau kedua NegaraPihakpada PerselUjuen. ,_

Pasal 1
OflANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

"_

Republik Indonesia dan Republik Porlugal, berhasral unluk membual SUaiu
PerSell'juan unluk penghindaranpajak berganda dan penCegahanpengelakanpajak yang
berken.an denganpajak alas penghasilan, lelah menyelujui sebagai berikul:

PERSETUJUAN
ANTARA

REPU8UK INDONESIA
DAN

REPUBL/K PORTUGAL
UNTUK

PENGHJNDARAN PAJAK 8ERGANDA
DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK

YANG BERKENAAN DENGAN
PAJAK ATAS pOENGHASJLAN

r
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istilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti suatu
perusahaan yang dijalankan o/eh penc!uduk suatu Negara Pihak pada

f)

Islilah "perusahaan~' berarti setiap badan hukum atau lembaga lainnya yang
untuk kepenlingan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;

e)

d)

c)

istilah "Indonesia" meliputi wilayah '~Republik Indonesia seperti dirumuskan di
dalam perundang-undangannya termasuk bagian-bagian dad landas kontinen
dan wilayah laut yang berdampingan, di mana Republik Indonesia mempunyai
kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yuridikasi sesuai dengan hukum
internasional;
Istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan" berarti Portugal atau Indonesia ierganlung dari hubungan
kalimalnya; . .
Istilah :ora~g/badan" meliputi orang pribadi, perusahaan, dan setiap kumpulan
dari orang-orang danratau badan-badan;

b)

a) Istilah "Portugal" berarti Republik Portugal yang berada di wilayah Eropa,
kepulauan Azores dan Madeira, wilayah lautan dan wilayah lainnya, yang
menurut perundang-undangan Portugal dan hukum internasional, Portugal
memiliki hak kedaulatannya sehubungan dengan eksplorasi dan eksploltasi
sumber daya alam dasar laut dan laplsan tanah serta perairan diatasnya;

1. Unluk kepentlnqan Perselujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimalnya harus
diartikan lain:

Pasal3
PENGERTIAN-PE·NGERT1AN UMUM

4. Perselujuan ini berlaku pula lerhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada
dasarnya sama yang diberlakukan selelah penandalanganan Persetujuan ini sebagai
lambahan terhadap, atau sebagai pengganli dari, pajak-pajak yang sekarang ini berlaku,
Para pejabat yang berwenanq dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan ·'saling .
memberilahukan setiap perubahan substansial yang terjadi dalam undang-undang
perpajakan negara mereka.

b) datarn hal Indonesia:
pajak penghasilan;
(selanjulnya disebul "pajak Indonesia").

(iii) Pajak tanuiahan alas pajak pcnuhasilclll badan (Derrama)
(selanjutnya disebul "pajak Portugal");

....

...

•

..
•
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1, Unluk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan" berarti seliap orang/badan yang, menurut perundang-undanganNegara.
lersebut, dapat dikenakan pajak di Negara lersebut berdasarkan qornlsllinya, ternpat
kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, alau atas dasar lainnya yang sifalnya
serupa, dan termasuk juga Negara tersebut dan bagian ketatanegaraariatau pemerintah

Pasal4
PENDUDUK

2, Untuk kepentinganpenerapanPersetujuanpadasualu saal oleh suatuNegaraPihak
pada Perselujuan, seliap islilah yang'lidak dldsfmlslkandalam Persetujuanini, kecuali jika
dari hubungan kalimalnya harus diartikan lain,·mempunyaiarti pada saat itu yang sesuai
dengan perunclang-undanganNegara Pihak pada Persotujuan yang berkenaan dengan
pajak-pajak di mana Perselujuan ini berlaku, setiap arti menurut perundang-undangan
perpajakanyang berlaku di 'Neqara Pihak pada Persetujuantersebutmengalahkanarti dari
islilah tersebutmenurutperundang-undanganlaindi NegaraPihakpadaPersetujuan.

r

(ii) seliap badari hukum, persekutuan,dan perkumpulanyang mendapalkan
status kewarganegaraannya berdasarkan perundang-undanganyang
berlakuelisuatuNegaraPihakpadaPerselujuan.

(i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraanpada suatu Negara
Pihak padaPersetujuan;

i) istilah"warganegara"berarti:

(ii) dalamhel lndonesia:MenteriKeuanganatauwakilnyayangsah;

(i) dalam hal Portugal:Menteri Keuangan,DirekturJenderalPajak (Director
Geraldos Impostos)alau wakilnyayangsah:

h) lstllah"pejabatyang berwenang"berarti:

g) istilah "Ialu lintas inlernasional"berarti setiap pengangkutandengan kapal laut
alau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaandari sualu Negara
Plhak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut alau pesawal udara tersebul
semata-rnata.dioperasikan di antara tempat-ternpatdi Negara Pihak lainnya
padaPerselujuan;

Perselujuan dan "perusahaun dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan"
berarti suatu perusahaanyang dijalankan oleh pendudukdari Negara Pihak
lainnyapadaPersetujuan;

••

•..

•

..
•

•

•
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suatu tempat kedudukan rnanajernen:
suatu cabang;

a)
b)

2. Islilah "benluk usaha tetap" terutarna melipuli:

1. Untuk kepeJ.'llinganPersetujuan ini, lstllah "bentuk' usaha tetap" berarli sualu tempal
usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha sualu perusahaan dijalankan.

Pasal5
BENTUK USAHA TETAP

3. Apabila berdasarkan ketenluan-kelentuan ayat 1 suatu badan menjadi penduduk
pada kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan dianggap sebagai
penduduk di Negara di mana lempal kedudukan rnanajemennya berada.

jika Ia mempunyai kewarqaneqaraan-di kedua Negara Pihak pada Perselujuan
alau sarna sekafi tidak mempunyainya di salah satu Negara lersebul, pejabat
pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan
masalah ini melalui persetujuan bersama.

••

c)

•

J" d)~

L

jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiarn di kedua Negara Plhak pada
Persetujuan alau sarna sekaJi tidak mernpunyalnya di salah satu Negara
lersebut, ia akan dianggap sebaqal pendudul< Negara Pihak pada Perselujuan
di mana ia menjadi warqaneqaranya:

b) jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat kepentingannya tidak
dapal dltentukan atau jika ia tidak mempunyai tempal tinggal telap, ia akan .
dianggap sebagai 'penduduk ..Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia
mernpunyai tempat yang biasa icl'gunakan unluk berdlam:

a) la akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia
mempunyai lempa! tinggal letap; jika ia mempunyai lempat lingga! letap di
kedua Negara Pihak pada Perselujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk
Neqara Pihak pada Pcrsetujuan di mona ia mcmpunyai hubungclll-hubungan
pribadi dan ekonomi yang lebih erat (lempat yang menjadi pusat perhatiannya);

2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan 'dalam ayat 1 orang pribadi menjadi
penduduk pada kedua Negara Plhak pada Perselujuan, rnaka slatusnya akan ditenlukan

sebagai berikut:

daerahnya. Namun, istilah ini l!dak mencakup oranq/badan yang dapal dikenakan pajak
hanya atas penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.

•..

•

..
•
. ,
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d) pengurusan suatu tempa! usaha telap somata-mala dengan maksud untuk
melakukan pernbelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk
mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan;

c) pengurusan suatu persediaan bara_ng-barang atau barang dagangan milik
perusahaan sernata-rnata dengan maksud un~uk diolah oleh perusahaan lain;..

b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan semala-mata dengan maksud untuk disimpan, dipamerkan atau
dikirim;

a) penggunaan fasilitas-fasililas semata-mata dengan rnaksud untuk menyimpan
alau mernamerkan baranq-baranq alau barang dagangan milik perusahaan;

4. Menyimpang dari kelenluan-ketenluan sebelurnnya darl Pasal ini, lstilah "benluk
usaha tetap" dianggap lidak rnencakup:

b) pernberian jasa-jasa, termasuk [asa konsultasi, yaag dilakukan oleh sualu
perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan unluk tujuan
lersebut, telapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung eli
Negara Pihak lainnya pada Perselujuan (datarn: proyek yang sarna atau yang
berhubungan) untuk suatu .rnasa atau masa-masa yang berjumlah lebih dad
183 (seratus delapan puiuh tiga) harl'dalarn perlode 12 (dua belas) bulan.

!>'

a) suatu bangunan, konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau
kegiatan penyellaan yang berhubungan dengannya, telapi hanya apabila
bangunan, proyek, alau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa leblh dari 6
(enam) bulan;

3. Istilah "bentuk usaha telap" juga mellputl;

sualu kantor;
suatu pabrik;
suatu bengket;
suatu gudang atau tempal yang digunakan untuk oullet penjualan;
suatu pertanian alau perkebunan;
suatu lambang. surnur minyak atau gas bumi, ternpat penggalian atau Iempal
penqambilan sumber daya atam lairu 'YCJ;
anjungan pengeboran, alau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau
eksploitasi sumber daya alam.

.'
••

t

•

• v
•

• c)
d)
e)
r)
g)
h)

i)

•
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1, Penghasilan yang diperoleh penduduk sualu Negara Pihak pada Perselujuan dari
harta tidak bergerak (termasuk" penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di
Negara Pihak lainnya pada Perselujuan dapat dikenakan pajak .di Negara Pihak lainnya
tersebut.

Pasal B'
"'PENGHASILAN DARI HARTA TIDM( BERGERAK

7. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan menguasai alau dikuasai oleh perusahaan yang merupakan penduduk Negara
Pihak lainnya pada Perselujuan, atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya
tersebut (baik melalui benluk usaha telap maupun dengan cara Jain). tidak dengan sendirinya
rnenqaklbatkan salah satu dart perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari
perusahaan lainnya.

6. Sualu perusahaan dari suatu Negara Pihak pede Persetujuan tfdak akan ~ianggap
mempunyai suatu bentuk usaha telap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan hanya
semala-mata karena perusahaan lersebut menjalankan usaha di Negara Pihak Jainnya
tersebul melalui makelar, agen komisioner umu:n1,alau agen lainnya yang berkedudukan
bebas, sepanjang orang/badan tersebul berlindak dalam rangka kegiatan usahanya yang
lazirn, .

5. Menyimpang dari ketentuan-kelentuan ayat 1 dan 2, apabila orang/badan - kecuali
agen yang berkedudukan bebas dj' mana ayal 6 dapat diberlakukan - bertindak di suatu
Negara Pihak pada Persetujuan mempunyai dan biasa menjalankan wewenang unluk
rnenutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebul
dianggap memitiki benluk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama sehubungan
dengan kegialan-kegialan yang dilakukan, oleh oranqzbadan lersebul kecuali kegiatan
kegiatan tersebut hanya terbatas pada hal yang dimaksud dalam ayat 4 yang, jika dilakukan
melalui suatu tempa! usaha lelap, lidak akan rnernbuat tempat usaha tetap tersebut menjadi
sua!u bentuk usaha telap berdasarkan ketenluan-ketentuan dalam ayat tersebut.

f) pengurusan sualu lempal usaha telap semata-mala dengan maksud unluk
melakukan gabungan kegialan-kegialan seperti disebulkan pada sub-ayat a)
sampai dengan sub ayat e), sepanjang kegialan-kegiatan ternpat usaha tetap
yang merupakan hasil penggabungan ladi bersifal sebagai kegiatan persiapan. .
atau kegiatan penunjang.

0) penqurusan sualu tempal usaha tetap semata-mata dengan maksud un!uk
melakukan kegiatan-kegialan lainnya YDllg bersllat sebagai kegialan persiapan
atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan;

••

..
r

~
I

..'t

,
•
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.
2. Dengan memperhalikan kelentuan-kelenluan dalarn ayal 3, jika suatu perusahaan
dari suatu Negara Pihak pada Perselujuan menjalankan us~ha di Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan melalui suatu benluk usaha lelap yang berada di sana, maka yang akan
diperhitungkan sebagai laba be'"!,lukusaha telap tersebut oleh masing-masing Negara Pihak
pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut
merupakan suatu perusahaan tersendiri dan terpisah yang melakukan keqlatan-keqlatan
yang sarna atau serupa dalam keadaan yang sarna atau serupa dan mengadakan hubungan
yang sepenuhnya bebas dehgan perusahaan yang memiliki bentuk usaha telap tersehut.

1. t.aba perusahaan dari sualu Negara Plhak pada Perselujuan hanya akan dikenakan
pajak di Negara lersebut kecuali jika perusahaan tersebul menjalankan usahanya di Negara
Piflak lainnya pada Persetujuan melalui sualu benluk usaha tetap yang berada di sana.
Apabila perusahaan tersebut-menjalankan usahanya sebaqairnana dimaksud di alas, maka
alas laba perusahaan tersebut dapat dlkenakan pajak di Neg.ara Pihak lainnya tetapi hanya
atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha lelap lersebut.

Pasal 7
LABA USAHA

5. Kelentuan-kelenluan di alas berlaku pula terhadap penghasilan dari harta gerak, atau
penqhasilan yang timbul dari [asa sehubungan dengan penggunaan alau hak untuk
menggunakan harta tak gerak, menurut perundang-undangan perpajakan Negara Pihak
pada Persetojuan di mana harta tersebut berada, yang terkait dengan penghasifan dari harta
tak gerak .

4. Kelenluan-kelenluan dalam ayat 1 dan 3 berlaku pula lerhadap penghasilan dari
harta tidak bergerak sualu perusahaan dan -lerhadap penghasilan dari harta tidak bergerak
yang dipergunakan unluk menjalankan pekerjaan bebas.

3. Ketentuan-ketenluan dalam ayat 1 berlaku pula terhaoap penqhasilan yang diperoleh .
dari penggunaan secara langsung, penyewaan, alau benluk lain penggunaan harta Iidak
berperak.

2. lstilah "harIa tidak berqerak" rnempunyal arli sesual den·gan perundang-undangan
Negara Pihak pada Perselujuan di mana harta yang bersangkulan berada. Istilah tersebut
mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang
dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan. hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam
perundang-undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut
hasil alas harta tidak bergerak, dan hak alas pembayaran-pembayaran telap atau tak lelap
sebagai pengganlian alas pengerjaan. atau hak unluk rnengerjakan, kandungan mineral dan
sumber-sumber daya alam lainnya. Kapal laut, perahu, dan pesawal udara tidak dianggap
sebagai harta tidak bergerak.

..

•

•

. ~.II
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7. Apabila la~a usaha mencakup bagian-bagian penqhasllan yang diatur terpisah di
Pasal-Pasal lain dari Perselujuan ini. maka ketenluan-ketenluan dalam Pasal-Pasal tersebut
,tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

-? Unluk kepenlingan ayat-ayal sebeiurnnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harus
ditentukan dengan metode yang sarna dari tahun ke tahun kecuali jika lerdapat alasan yang
kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.

5. Sualu benluk usaha telap tidak akan"'dianggap memperoleh laba hanya karena
benluk usaha letap lersebut melakukan pembelian barang-barang alau barang dagangan
untuk perusahaan induknya.

4. Sepanjang merupakan kelazimari dl salah satu Negara Pihak pada Perselujuan untuk
menetapkan besarnya laba yClng dapal dianggap berasal dari sualu benluk usaha telap
dengan cara rnenentukan bagian laba dari total laba perusahaan dengan berbagai
komponennya, ketentuan-ketenluan dalarn ayat 2 tidak akan menghalangi Negara Pihak
pada Persetujuan tersebut unluk menentukan Q,~sarnya laba akan yang dikenakan pajak
berdasarkan pernbaqian yang merupakan kelazirnan lersebut. Namun cara pembagian
tersebut harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prlnsjp-prlnslp yang
terkandung di dalam Pasal ini.

3. Dalarn rnenenlukan besarnya laba sualu benluk usaha tetap, dapal dikuranqkan
biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegialan usaha bentuk usaha tetap tersebut
termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya -admlnistrasl umum, baik yang dikeluarkan di
Negara di mana bentuk usaha telap lersebut berada maupun yang dikeluarkan di lempal
lain. Namun demikian, tidak diperkenankan unluk dikurangkan biaya-biaya, jika ada, yang
dibayarkan (selain pengganlian terhadap biaya-biaya yang benar~~enar terjadi) oleh bentuk
usaha tetap kepada kantor pusalnya atau kantor-kanlor lain rnilik kanlor pusalnya, dalam
benluk royalli, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan
paten alau hak-hak lainnya, atau dalam bentuk komisi untuk [asa-jasa terlentu atau untuk
manajemen, atau, kecuah pada perusahaan perbankan, dalam bentuk bunga atasuanq yang
dipinjamkan kepada bentuk usaha letap lersebut. Demikian pula, tidak perlu diperhitungkan .
dalam penentuan laba suatu bentuk usaha tetap, jumlah yang ditagihkan (selain penggantian
tsrhadap biaya-biaya yang benar-benar lerjadi) oleh benluk usaha telap kepada kantor
pusatnya alau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, alau
pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan palen al~u hak-hak iainnya,
atau dalam benluk komisi untuk jasa-jasa teneruu atau untuk manajemen, atau, kecuali pada
perusahaan perbankan, dalam benluk bunqa alas uanq yang dipinjamki::ln kepada kantor
pusalnya atau kantor-kanlor lain milik kantor pusatnya.

•

..

,"

..
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~
2. Apabila suatu Negara Pihak pada Perselujuan, berdasarkan ke!entuan ayat 1,
mencantumkan laba suatu perusahaan dari Negara tersebut dan mengenakan pajaknya -
padahal alas laba tersebut, perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan telah
.dlkenakan pajak di Negara Pihak Jainnya tersebut dan laba yang dicanlumkan tadi adalah

dan dalam liap kasus di atas, terdapat kondisi-kondisi yang dibuat atau diberlakukan di
antara kedua perusahaan dimaksud dalam hub~ngan dagang atau hubungan keuangan
mereka yang berbeda dengan kondlsl-kondlsl yang dlbuat olen perusahaan-perusahaan
yang mernpunyal kedudukan bebas, maka alas laba yang, karena kondisl-kondlsl tadi,
lidak diakui, dapat dltarnbahkan pada laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak.

b) lerdapat orang/badan yang sarnayanq turul berpartisipasi secara [angsung
maupun lidak [a~gsung dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu
perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dad
Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,

a) sualu perusahaan dari : suatu Negara Pihak pada Perselujuan turut
berparlisipasi secara langsung maOpun tidak langsung dalam rnanalemen,
pengawasan, alau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan, atau

Apabila:

Pasal 9
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI

HUBUNGAN ISTIMEWA

3. Apabila perusahaan dari Negara lain meJakukan usaha pengangkutan udara
bersarna-sarna dalam bentuk konsorsium, ketentuan pada ayat 1 akan diterapkan lerhadap
bag ian keuntungan konsorsium tersebut yang berasal dari partisipasi pada konsorsium
lerse~ul oleh perusahaan yang merupakan penduduk Neqara Pihak pada Persetujuan.

"

2. Kelentuan-kelentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang berasal dari
penyertaan dalam suaiu gabungan perusahaan, usaha bersama, alau perwakilan unluk
kegiatan inlernasional.

1. t.aba perusahaan dari Negara Pillak pada Perselujuan yang berasal dari
pengoperasian kapal-kapal laut alau pesawat udara dalam jalur lalu !intas internasional
hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebul.,

Pasal B
PELAYARAN DAN PENERBANGAN

-..... 6 c'fl'D"""P!! Ari¥QUWN,sR"~
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4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika penerima dividen adalah
pemilik sahall1 yang menikmali dividen lersebut yang merupakan penduduk dari suatu
Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada
Perselujuan di maca perusahaan pembayar dividen menjadi penduduk melalui sualu bentuk
usaha tetap yang berada di sana, alau menjalankan pekerjaan bebas di suatu tempat usaha
letap yang berada di sana, dan kepemilikan saharn yang menqhasilkan dividen tersebut
rnempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau lempat usaha tetap ladi.
Dalam hal demikian, terganlung pada rnasalahnya. ketentuan-ketenluan dalam Pasal 7 atau
Pasal 14 akan berlaku. .

3, Islilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari
saharn, saham "jouissance" alau hak jouissance, saham. pertarnbanpan, saharn pendiri alau
hak-hak lainnya, tetapi yang bukan merupakan surat-surat lagihan piutang, yang berhak atas
pembagian laba serta penghasilan dari hak-hak 'perserocm lainnya yang penqenaan pajaknya
diperlakukan sarna dengan penghasilan dari saharn oleh perundang-undangan Negara di
mana perusahaan menjadi penduduknya. Istilatl ini terrnasuk pula keuntungan yang berasal
dari kesepakatan atas pembagian laba.

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu
Negara Pihak pada Perseluluan kepada penduduk Negara Pihak' fainnya pada Persetujuan
dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Namun demikian dividsn itu dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
Persetujuan di mana perseroan yang rnembayarkan dividen lersebut berkedudukan dan
sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebul akan lelapi apabila pemilik
sesungguhnya dari dividen tersebu! adalah penduduk Negara Pihak lainnya pada
Perselujuan, maka p.ajakyang dikenakan tidak melebihi 10 persen dari jumlah brulo dividen.
Pihak berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan
pembatasan ini melalui perselujuan bersama.
'Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba perusahaan dar; mana dividen
berasal. ~..

Pasal10
DIVIDEN

laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan Negara yang disebutkan pertama
seandainya kondisi-kondisi yang dibuat oleh kedua perusaliaan tersebut sarna dengan
kondisi-kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka
Negara Pihak lainnya lersebut akan membuat penyesuaian seperlunya terhadap jumlah
pajak yang telah dikenakan terhadap laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian tersebut,
kntontunn-ketentuan Inin dari Porsoluiuan ini tclnp harus diporhalikan.
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2. Namun demikian, bunga tersebut dapat jUQadikenakan pajak di Negara Pihak pada
Perselujuan temp~t bunga itu berasal, dan sesuai denqan perundang-undangan Negara
lersebul, akan tetapi apabifa penerima (pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu), adalah
penduduk Neg~ra Pihak lainnya pada Persetujuan maka pajak yang dikenakan tidak akan
me!ebihi 10 persen dari jurnlah bruto bunga.
Pihak berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan
pembatasan ini melalui persetujuan bersama .

1. Bunga yang berasal dari sualu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan
kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetejuan dapat dikenakan pajak di Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

Pasal'11
BUNGA

7. ApabiJa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan rnemperoleh laba atau penghasilan dari Negara Plhak fainnya pada Persetujuan,
Negara Pihak lainnya tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas dividen yang dibayar oleh
perusahaau tersebut, kecuafi sepanjang dividen tersebut dibayarkan kepada penduduk
Negara Pihak lainnya tersebut alau sepanjang kepemilikan saham yang menghasilkan
dividen tersebut mempunyai hubungan efeklif denqan benluk usaha telap atau tempat usaha
tetap yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut, dan juga Negara Pihak lainnya tersebul
tidak dapat mengenakan pajak atas laba yan~ lidak dibagikan meskipun dividen yang
dibayarkan alau laba yang lidak dibagikan lerdiri dari laba alau penghasiJan yang seluruhnya
atau sebagiannya tirnbul di Negara Pihak lainnya tersebut.

6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 Pasa! ini tidak akan mempengaruhi kelentuan
yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasll dan kontrak-konlrak karya (atau kontrak
lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi alau seklor petambanqan
lainnya yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan pemerintahnya, perusahaan
minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakan penduduk Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan.

5. Menyimpang dari kelenluan-ke\entuan lainnya dalarn Perselujuan ini, apabila sua\u
perseroan yang berkedudukan di sualu Neqara Pihak pada Perselujuan mempunyai benluk
usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, rnaka keuntungan benluk usaha
tctap tersebut dapat dikenakan paj<lk di Negm8 lainnya itu berdasarkan undanq-undanqnya,
namun pajak tambahan tersebut tidak akan rnelebihi 10 persen dari jumlah keuntungan
setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya alas penghasilan yang
dikenakan di Negara lain tersebul,

,.
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7. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar bunga dengan pemilik
yang menikmali bunga atau anlara keduanya dengan orang atau badan lain dengan
memperhatikan besarnya tagihan hulang yang menqhasllkan bunga uu, jumlah bunga yang
dibayarkan melebif'li jumlah yang seharusnya diselujui a~tara pembayar dan pemilik yang
menikmati bunga seandainya hubungan khusus ilu lidak ada, maka kelenluan-kelenluan
Pasal ini akan berlaku hanya alas jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah
kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakim pajak sesuai dengan perundanq
undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan, deng;;!n memperhalikan
kelenluan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan inl,

6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetuiuan apabila yang
membayarkan bunga adalah ~egara iLu sendiri, pemerintah daerahnya, atau penduduk
Negara tersebut. Namun demikian. apabila orang alau badan yang membayar bunga ltu,
lanpa memandang apakah ia penduduk suatu. Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak,
mempunyai benluk usaha lelap alau ternpat tetep di sualu Negma Pihak pada Pcrsetujuan di
mana bunga yong dibayarkan menjad! beban benluk usaha lelap alau ternpat telap lersebut,
maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara Pillak pada Persetujuan di mana benluk
usaha telap alau tempat tetap ilu berada.

5. I<elenluan-kelenluan ayat 1 dan ayat 2 tldak akan berlaku apabila pemberi pinjaman
yang menikmati bunga tadi berkedudukan', di sualu Negara Pihak pada Persetujuan,
melakukan kegiatan usaha d~Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di mana lempat bunga
itu berasal melalui sualu benluk telap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan
bebas di Negara lainnya melalui sualu tempat telap yang berada di sana, dan tagihan hutang
yang menghasilkan bunga ilu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha letap
atau tempa! !etap itu. Dalam hal demikian, terganlung pada masalahnya, berlaku ketentuan
kelenluan Pasal7 atau Pasal14.

4. Islilah "bunqa" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis
lagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun yang tidak dan, khususnya
penghasilan dari surat-sural perbendaharaan Negara dan sural-sural obligasi atau .surat
sural Ilutang, 'termasuk premi dan hadiah yang lerikat pada sural-sura! berharga, obllqasi
alau surat-sural hutang tersebut. Sanksi denda karena pembayaran terlambat tidak akan
dianggap sebagai bunga untuk tujuan Pasal ini.

3. Mellyimp.1ng dari ketonumn-kctcntunn datum ayal 2, bunqa yang Iimbul di SLI(Jlu
Negara Pihak pada Perselujuan dan ditcrima oleh Pemcrinlah Negara Pihak lainnya pada
Perselujuan lermasuk pernerintah daerahnya, bagian kelalanegaraannya, Bank Senlral, ~lau
lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pernerinlah tersebut, yang seluruh modalnya dimiliki
oleh Pemerinlah lersebut, sebagaimana yang dapat diselujui dari waklu ke waklu oleh
.pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan. akan dibebaskan dari
penqenaan palak eli Neyora yany disebulkan perlama.

"
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6, Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar dengan pemilik hak
yang menikmati alau anlara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan
penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royaltl yang
dibayarkan ltu melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakati oleh pembayar dan pemilik

5, Royalti dapat dianggap berasal dad Negara Pihak pada Persetujuan apabila
pembayarnya adalah Negar~ ilu sendiri, pemerinlah daerah, alau penduduk dari Negara
tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti ilu, tanpa
memandang apakah ia penduduk sualu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan,
memiliki benluk usaha tetap atau ternpat tetap di sualu Negara Pihak pada Persetuiuan di
mana kewajiban membayar royal ti tirnbul, dan royalli lers~but me,njadi beban bentuk usaha
tetap atau tempat -tetap tersebut, maka royalli itu dianggap berasa! dari Negara di mana
bentuk usaha tetap atau tempat lelap itu berada.

4, Ketenluan-kelentuan ayal 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pihak yang memiliki hak
menlkrnatl, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Perselujuan, menjalankan
usaha di Nagara Pihak lainnya pada Perselujuan di mana royalti berasal, melalui suatu
benluk usaha telap yang berada di sana, atau melakukan sualu pekerjaan bebas di Negam
lainnya itu rnelalul suatu ternpat tetap dan hak atau benda yang menghasilkan royalf ilu
mempunyai hubungan yang efektif dengan benluk usaha telap, atau ternpat tetap. Dalam hal
demil<ian ketenluan Pasal 7 alau Pasal 14 akan berlaku.

1, Royalti yang berasai dari Neqara Pihak pada Persetuluan dan dibayarkan kepada
penduduk dari sualu Negma lainnya pada Perselojuan dapal dikenakan pajak di Negara lain
lersebul.
2, Namun demikian royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pillak pada
Persetujuan dimana royafti i1uberasal sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi
apabila penerima royalli ltu adalah pemilik hak yang menikmati royalti itu, maka pajak yang
dikenakan tidak melebihi 10 persen dari jumlah brute royalti tersebut.
Pihak berwenanq dari Negara Pihak pada Perselujuan akan menetapkan cara penerapan
pembatasan ini melalui perselujuan bersama.
3. IsWah "royalti" yang dimaksud dalam Pasal ini berarti pernbayaran-pembayaran
dalam benluk apapun yang diterima karena penggunaan, atau hak untuk menggunakan, atau
penjualan setiap hak cipla kesusasteraan.. kesenian atau karya ilmiah termasuk film-film
bioskop, atau film-film atau pita atau video rekaman yang digunakan untuk siaran radio atau
televisi, setiap hak paten, merk dagang, desain alau model, rencana, rurnus rahasia atau
cara pengolahan alau karena penggunaan atau hal< untuk menggunakan peralatan industri,
perdagangan atau ilmu penge!ahuan. atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang

. industrl, perdagangan atau i1mupengetahuan .

Pasal12
ROYALTI

..
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1. Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan
sehubungan dengan jasa-jasa profesionaJ alau pekerjaan bebas lainnya hanya akan
dikenakan pajak di Negara 'itu Kecuali dalam keadaan sebagai berikut, maka penghasilan
lersebut dapal dikenakan pajak di Negara Pihak lain pada Persetujuan:

Pasal 14
PEKERJAAN BEBAS

4. I<eunlungan dar; pernindahlanganan benda lalnnya, kecuali yang disebul pada ayat
ayal 1, 2, dan 3, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana
orang/badan yang memindahkan benda ilu berkedudukan.

3. I<euntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari
pemindahtanganan kapal taut atau pesawa! udara yang beroperasi di jalur lalulintas
internasional atau bends bergerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat
udara hanya dapat diken~kan pajak di Negara tersebut.

2. I<euntungan dar; pemindahtanganan benda berperak yang merupakan bagian
kekayaan suatu bentuk usaha telap yang dirililiki oleh perusahaan dari Negara Pihak pada
Persetujuan di Negara Plhak lalnnya pada Perse!ujuan alau dar; benda bergerak yang
merupakan bagian dari sualu tempal tetap yang tersedia bagi penduduk sualu Negara Pihak
pada Perselujuan di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan unluk maksud melakukan
pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dar; pemindahtanganan bentuk usaha telap ilu
(tersendiri atau keseluruhan perusahaan) atau tempat letap, dapat dikenakan pajak di
Negara Pihak lainnya tersebut.

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari..
pemindahtanganan benda tak bergerak. sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di
Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak Jainnya
tersebut.

Pasal13
KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN BENDA

hak dalam hal lidak ada hubungan khusus, maka kelenluan-kelenluan Pasat ini hanya akan
berlaku lerhadap jumlah yang disebut lerakhir. Dalarn hal demikian, jumlah kelebihan
pembayaran lersebut akan lelap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan
masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dengan memperhaUkan ketentuan
kelentuan lainnya dalam Persetujuan inL
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c) . imbalan ilu lidak menjadi beban benlL!k usaha tetap alau tempal tetap yang
dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lain tersebut.

b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan
merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan

...

a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau
masa-masa y,ang jumlahnya lidak m:lebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang
dimulai dan berakhir dalam tahun lakwim yan~ bersangkutan; dan

2. Menyimpang dari kelenluan-kelenluan ayat 1, irnbalan yang diterima atau diperoleh
penduduk dari sualu Negara Pillak pada Perselujuan dari pekerjaan yang dilakukan di
Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang
dlsebut pertama apabila:

1. Dengan memperi1atikan kelentuan-kelenluan Pasal-Pasal 16, 18, 19, dan 20, gaji,
upah dan imbalan lainnya yang serupa yang dipcroleh penduduk sualu Negara Pihak pada.,..
Perselujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan djkenakan pajak di Negara
ilu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan. Dalarn
hal demikian, maka imbalan yang dilerima dari pekerjaan dlrnaksud dapal dikenakan pajak di
Negara Pihak lainnya ilu. '

Pasal15
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

2. lslilah '[asa-jasa professional" terutarna melipuli kegiatan-kegiatan di' bidang ilmu
pengelahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan a!au penqajaran yang dilakukan secara
independen, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli
teknik, ahli hukum, dokter gigi, arsitek dan akuntan.

b) ia berada di Negara Pihak lainnya pada Perselojuan selarna sualu rnasa atau
rnasa-masa yang melebilli 183 hari dalam masa dua belas bulan; dalarn hal ini
hanya sebesar penqhasilan yang timbu' dari keqlatan yang diberikan di Negara
Pihak lainnya pada Perse!ujuan itu dapal dikenakan pajak di Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan.

a) apabila ia mempunyai sualu tempat letap y~mg lersedia secara teratur baginya
untuk menjalankan kegialan-kegiatan· di Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan, dalam hal ini hanya sebesar penghasilan yang berasaJdari tempal
tetap itu dapa! dikenakan Pajak di Negara Pihak lainnya' pada Persetujuan
tersebut: atau

..
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3. Menyimpang dar; ketenroan-ketentuan dalarn - ayat 1 dan 2, penghasilan yang
diperoleh dari ke£liatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayal 1 yang difakukan
berdasarkan suatu pengaluran alau perselujuan kebudayaan antara kedua Negara Pihak
pada Persetujuan akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana
kegialan tersebut dilakukan. ~

2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegialan pribadi yang dilakukan
oleh artis atau allit lersebul diterima bukan oleh arlis atau aUit itu sendiri letapi oleh orang
alau barlan lain, menyimpang dari kelentuan-kelentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka
.penghasilan lersebul dapat dikenakan pajak di Negara Plhak pada Perselujuan dimana
kegialan-kegialan artis alau allit ltu dilakukan.

','

,
1. Menyimpang dari kelentuan-ketentuan J;.asal-Pasal 14 dan 15, penghasilan yang
diperoleh penduduk dari Negara Pihak pada Persetujuan sebagai artis seperti artis teater,
film, radio atau televisi atau pemain musik alau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan
pribadinya yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak
di Negara lainnya tersebut. -

Pasa! 17
ARTIS DAN OLAHRAGAWAN

2. Imbalan yang diperoleh 'para direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari
perusahaan sehubungan dengan pekerjaan yang bersifal manajerial atau teknis sehari-hari
dapat dikenakan pajak sesuai denqan kelenluan dalarn Pasal 15.

1. Imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lain.nya yang diperoleh
penduduk Negara Pihak pada Perse~ujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan.
direksi sualu perusahaan atau badan pengawas atau bagian perusahaan /ainnya yang
serupa yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapal
dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

Pasal16
IMBALAN UNTUK DIREKTUR

3. Menyil1lpun9 dari ketentuan-ketenluan sebetumnya clalam Pasal in;, imbalan yang
diperoleh karena pekejaan yang dllakukan di alas kapal laut atau pesawal udara yang
dioperasikan dalam jalur lalu !intas internasional oleh sualu perusahaan dari satu Negara

. Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebut.

0'.
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3. Ketenluan-ketentuan datam Pasal 15, 16, 17 dan 18 akan berlaku terhadap imbalan
dan pensiun yang berkenaan demgan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha
yang dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya
atau pemerintah daerahnya.

b) Narnun demikian, pensiun lersebul hanya akan dikenakan pajak di Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan jika orang pribadi tersebul adalah penduduk
dan warganegara dari Negara Pihak lainnya lersebut.

2. a) Pensiun yang dibayarkan olen, alau berasal dari dana yang dibenluk oleh,
suatu Negara Pihak pada Perselujuan atao bagian ketatanegaraannya atau
pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan [asa-jasa
yang diberikan .kepada Negara tersebut alau bagian ketatanegaraannya atau
pernerinlah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebut.

(i) mempunyai kewarganegaraan di Negara Pihak lainnya tersebut; atau
(ii) lidak menjadi penduduk Negara Pihak lainnya tersebut sernata-mala

denqan tujuan unluk rnelakukan [asa-jasa ladi.

b) Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara
Plhak lainnya tersebut dan orang pribadi lersebul adalah penduduk Negara
Pihak lainnya lersebul yang:

a) lrnbalan, selain pensiun, yang dibayarkan oleh suatu Negara Pihak pada
Persetujuan, alau bagian kelatanegaraannya, alau pemerinlah daerahnya,
kepada orang pribadi sehubungan denqan jasa-jasa yang diberikan kepada
Negara lersebul atau bag ian ketataneqaraannya atau pemerintah daerahnya
hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

1.

Pasal19
PEGAWAI PEMERINTAH

Dengan memperhalikan kelentuan-ketentuan dalarn Pasal 19 ayal 2, pensiun atau
lmbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk salah satu Negara Pihak pada
Perselujuan sehubunqan denqan pekerjaan atau [asa-jasa dalam hubunqan kerja di Negara
Pihak lainnya di masa lalu hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebut.

Pasal18
PENS1UN DAN PEMBAYARAN BERKALA

.'..
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2. Kelentuan-kelenluan dalarn ayat 1) dari Pasal ini lidak berlaku lerhadap penghasilan
dari harta tidak bergerak sebaqairnana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 dari Persetujuan ini,
jika penerima penghasifan lersebut, yang merupakan penduduk Negara Pihak pada
Persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak Jainnya pada Persetujuan meJaJuisualu
bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak

1. Jenls-jenls penghasilan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, dari mana
pun asalnya, yang tidak diatur dalam Pasal-Pasal sebelumnya dari Persetujuan ini, selain
penqhasilan dari lotere dan hadlah hanya dikenakan pajak (Ii Negara tersebut....

Pasal.22
PENGHASILAN LAINNYA

Pembayaran-pembayaran yang dilerima oleh siswa atau pemagang yang merupakan
penduduk alau segera sebelum mengunjung; sualu Negara Pihak pada Persetujuan
rnerupakan penduduk suatu Negara Pihak lainny~ pada Persetuluan-dan berada di Negara
yang disebulkan perlama semata-mata unluk mengikuti pendidikan atau latihari, yang
diterima sernata-rnata untuk keperluan hidup, pendidikan atau Jatihan tidak dikenakan pajak
di Negara yang disebutkan pertarna, sepanjang pembayaran-pembayaran tersebut berasal
dari sumber di luar Negara tersebul. -,

Pasai21
SISWA

2, Ketentuan sebelumnya pada Pasal 1111 berlaku juga untuk orang pribadi yang
melakukan riset dalam rangka bea siswa yang diberikan oleh pemerintah, lembaga
keagamaan, soslal, ilmiah, orqanlsas! pendidikan atau kepustakaan, apabila bea siswa
tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak. "

1. Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara Pihak
pada Perselujuan merupakan penduduk Negara Pihak Jainnya pada Perselujuan, semala
mata bertuiuan unluk rnenqajar, atau menqadaka n risel ilrniah pada universilas, akademl.
sekoJah, atau lembaga pendidikan atau riset serupa lainnya yang merupakan lembaga
yang tidak mencari keuntungan menurut pemerintah Negara lainnya tersebut, atau
berdasarkan program perLukaran kebudayaan resmi, dibebaskan dari pengenaan pajak
selama 2 tahun sejak kedatangan pertama kali di Negara lainnya tersebut alas irnbalan
yang diterima dari mengajar dan rlset. '

Pasal20
GURU DAN PENELlTI

..,.

..

•
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..
1. Warganegara dari suatu Negara Pihak pada Perseluluan lidak akan dikenakan
pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan,. yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan
pajak dan kewajiban-kewajiban pibak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap
warganegara darl Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dalam keadaan yang sarna,
Menyimpang darl kelenluan dalam Pasal 1, ketentuan ini akan diterapkan juga terhadap

Pasal24
NON-DISKRIMINASI

2. Dalam hal Indonesia, apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari
Portugal, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan. dalam Persetujuan ini pajak
penghasilan yang terutang di Porlugallersebut dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia
yang dikenakan kepada penduduk lersebut. Namun demikian, jumlah kredil pajak tersebul
lidak boleh melebihi jumlah pajak penghasilan yang terutang di Indonesia yang dihitung
sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakannya. .

b) Apabila menurut ketenluan-ketentuan dalam Persetujuan ini penghasilan yang
diperoleh penduduk Portugal merupakan penghasilan yang dibebaskan dari
pengenaan pajak di' Portugal,. Portugal tetap dapat memperhilungkan
penghasilan bebas pajak tersebut ~alam menghitung jumlah pajak atas
penghasilan lainnya dari penduduk tersebut.

a) Apabila penduduk Portugal memperoleh penghasilan, yang menurut ketentuan
dalam Persetujuan ini dapal dikenakan pajak' di Indonesia, maka Portugal akan
memberikan pengurangan dari pajak penghasilan yang dikenakan terhadap
penduduk lersebul sejumlah palak penqhasllan yang dibayarkan di Indonesia.
Namun demikian, jumlah penquranqan tersebut lidak' boleh melebihi bagian
pajak penghasilan, yang dihitung sebelurn pengurangan tersebul diberikan, alas
penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia;

1. Dalam hal Portugal, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan denqan cara-cara
berikul:

Pasal 23
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

lainnya tersebut melnlul tempat usaha tctap yLlnU berada oi sana, dan hak atau harla yang
menghasilkan pengl1asilan tersebut rnempunyai hubungan efeklif dengan benluk usaha tetap
alau tempa! usaha tetap tersebut. Da/am hal demikian, tergantung pada masalahnya,
kelenluan-ketenluan dalam Pasal 7 alau Pasal 14 akan berlaku.

•

•
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1, Apabila seseorang alau sualu badan men'ganggap bahwa lindakan-tindakan salah
, ,

salu alau kedua Negara Pihak pada Persetujuan mengakibalkan atau akan
mengakibatkan pengenaan pajak yang lidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas
dari cara-cara penyelesaian yang dialur oleh perundang-undangan nasional dari masing
masing Negara, maka ia dapat rnengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang
di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang
timbul menyangkut Pasal 24 ayat 1 kepada pejabat yang berwenang di Negara Pihak
pada Persetujuan dimana ia menjadi pendcduk. Masalah tersebul harus diajukan dalam

Pasal25
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

5. Yang dimaksud dengan istilah "perpajakan" dalam Pasal ini adalah pajak-pajak
sebaqaimana dirnaksud dalarn Persetujuan inL

4, Perusahaan di suatu Negara Plhak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau
seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik Iangsung alau tidak langsung oleh salu atau lebih
penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, tidak akan dikenakan pajak alau
kewajiban apapun yang berkailan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut perlama

\t'"

yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban
dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya
yang serupa di Negara yang disebut perlama.

3. Kecuali ketenluan-ke!enluan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 aya! 7 atau Pasal 12 ayat 6
beriaku, bunga, royalti dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan
darl Negara Pihak pada Perselujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan dalam menenlukan laba yang dikenakan pajak atas suatu perusahaan akan
dapat dikurangkan dalam kondisl yang sarna apabila hal ltu dibayarkan kepada penduduk
dari Negara yang disebut pertarna.

-
2. Pengenaan pajak alas benluk usaha telap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari
Negara Pihak pada Perselujuan di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, lidak boleh
dilakukan dengan cara yang kurang mengunlungkan dibandingkan dengan pengenaan
pajak alas perusahaan-perusahaan yang rnenjalankan keqiatan-keqialan yang sarna di
Negara Pihak lainnya ilu. Kelentuan ini lidak dapal dilafsirkan sebagai mewajibkan sualu
Negara Pihak pada Perselujuan unluk memberikan kepada penduduk Negara Pihak
lainnya pada Perselujuan sualu polongan pribadi, kerloqanan-kerinqanan dan
pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil .
alau langgung jawab keluarqa seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri. '

oranq-oranq yang bukan rnerupakan penclucluk dar! solu atau kedua Negma Pihak (Jodi)
Persetujuan .:

I

..

•
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1. Pejabat-pejabal yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat
melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan
ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional
Negara Pihak pada Persetujuan mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan,
sepanj<tng penqenaan pajak menurut und~ll1g-undang nasional N.cyara yang bersanqkulan
lldak bertenlangan dengan Perselujuan ini, khususnya untuk mencegal1 terjadinya
penggelapan atau penyelundupan pajak. Setiap informasi yang diterima oleh Negara
Pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahaslaannya dengan cara yang sama seperli
apablla inlorrnasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara
tersebut. Meskipun demikian, jika lnlorrnasl tersebut dianggap rahasia di negara asalnya,
maka informasi tersebut hanya dapat diungkapkan kepada seseorang atau badan atau
pejabat-pejabat (termasuk pengadiJan dan badan-badan administratif) yang~ .
berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang
atau penuntutan, atau penenluan kepulusan menqenal banding berkaitan dengan pajak
pajak yang dicakup dalam Per~etujuan ini. Orang alau badan atau para pejabat tersebut
hanya boleh memberikan informasl Itu unluk maksud tersebut di atas; namun demikian
dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadUan umum atau dalam pembuatan
kepulusan-keputusan penqadilan .

Pasal26
PERTUKARAN INtORMASi '.

4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat
berhubungan langsung satu sama fain atau melaluJ join komisi yang terdiri darl mereka
atau perwakilannya untuk mencapai persetuiuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat
sebelumnya .

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persatujuan
melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha unluk menyelesaikan seliap kesulilan .
atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka
dapa! juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalarn hal
tidak diatur daJam Persetujuan.

2. Pejabat-pejabal yang berwenang harus berusaha apabila keberalan yang diajukan
itu cukup beralasan untuk dlselesalkan dan tidak dapal dilemukan suatu penyelesaian
yang memuaskan, untuk menyelesaikan masalah ilu melalui persetujuan bersama dengan
pejabat yang berwenanq dari Negara Pihak Iainnya pada Perselujuan, dengan tujuan
untuk menghindarkan pengenaan pajak yang lidak sesuai dengan Perselujuan ini.

waktu dua lahun sejak pemberilahuan perlama dari lindakan yang mengakibatkan
pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan kelentuan-kelentuan Persetujuan ini.

..
«

•

•
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di Portugal:
(i) ~ lerhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, di mana

keadaan yang menimbulkan pajak tersebut terjadi pada atau setelah
tanggal 1 Januari tahun lakwim berikutnya sesudah berlakunya
Persetujuan ini;

(ii) terhadap pajak-pajak lalnnya, di mana penghasilan terkait timbul pada
tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan inl.

a)

2. Kelenluan-ketenluan dari Persetujuan ini akan berlaku:

1. Persetujuan ini akan ,mulai berlaku pada tanggal terakhir saat masing-masing
Pemerintah memberitahu secara tertulis bahwa formalitas yang disyaralkan secara
konstitusional pada masing-masing Negara Lelahdipenuhi.

'..
Pasal28

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Tidak ada sesualu pun dalarn Perselujuan ini yang akan mempengaruhi hak-hak
islimewa di bidang fiskal dari para pejabat diplornatlk atau pejabat konsuler sebagaimana
dialur dalam peraluran umum dari hukurn inlernaslonal maupun dalam ketenluan-ketenluan
dalam persetujuan-perselujuan khusus.

Pasal27
PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

c) memberikan lnlorrnasl, yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang
perdagangan, usaha. industri, perniagaan atau keahlian, atau tala cara
perdagangan atau lnlorrnasi tainnya yang pengungkapannya berlentangan
dengan kebijaksanaan Negara ..,

b) mernberikan lnlormasl yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang
undangan alau dalam praklek adminislrasi yang lazim di Negara lersebut atau
di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;

a) melaksanakan tlnoakan-tlndakan administratif yang bertentanqan denqan
perundang-undangan alau praklek adminislrasi yang berlaku di Negara itu atau
di Ncgara Pihak lainnya pada Persetujuau;

2. l3(lyailllanapul) jugC:! Ketentuan-ketentuan ayat sarna sekali tidck dapn!
dttalsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada Negara Pihak pada
Persetujuan kewajiban untuk:

••

I

•

•
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SEBAGAI BUI<TI, yang bertandalangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerinlahnya masinq-rnaslnq. lelah menandalangani Persetujuan ini.

b) di Indonesia:
(i) terhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara surnbernya, untuk

penghasilan yang diperoleh pada alau setelah tanggal 1 Januari lahun
lakwirn berikulnya sesudah pemberilahuan penghentian diberikan;

(ii) terhadap pajak-pajak penghasilan lainnya, untuk tahun-tahun pajak
yang dimulai pada alau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya
sesudah pemberitahuan per.gllenli<1n d,iberikan.

di Portugal:
(i) terhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, di mana

keadaan yang menimbulkan pajak tersebut terjadi pada atau setelall
langgal 1 Januari lahun takwim berikutnya sesudah pemberitahuan
penghentian diberikan;

(ii) terhadap pajak-pajak lainnya, di mana penghasiJan terkait timbul pada
tahun pajak yang dimulai p.~da atau setelah tanggal 1 Januari tahun
'berlkutnys sesudah pemberilahuan penghentian diberikan.

a)

Perselujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak
pada Perselujuan. Masinq-rnaslnq Negara Pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri
berlakunya Perselujuan ini, .melalui s.aluran diplomatik, dengan menyampaikan
pemberilahuan terlulis lentang berakhirnya -Persetujuan pada atau sebelum tanggal 30
Juni suatu tahun takwim setelah jangka waklu .lima tahun sejak berlakunya Perselujuan.
Dalam hal demlklan, Perselujuan Inl akan lidak berlaku lagi:

Pasal29
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

b) di Indonesia:
(i) terhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara surnbernya, untuk

penghasilan yang diperoleh pada alau setelah.tanggal 1 Januari tahun
takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan

(ii) terhadap pajak-pajak penghasilan lainnya, untuk tahun-tahun pajak
yang dimulai pada alau selelah tallggal 1 ~.anuari tahun berikulnya
sesudah tahun berlakunya Perselujuan ini.

..,
•III
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N. HASSAN WIRAJUDA
Menteri Luar Negeri

~~4
ANTONIO MARTINS DA CRUZ

Menleri Luar Negeri

UNTUK REPUBLlK PORTUGALUNTUK REPUBLlK INDONESIA

DIBUAT dalarn ranqkap dua di Lisabon pada langgal 9 Juli 2003 dalam bahasa Indonesia,
Portugis dan Inggris, sernua naskah rnempunyai kekualan hukum yang sarna. Dalam hal
lerjadi perbedaan dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, naskah dalam
bahasa Inggris akan berlaku.

;
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SEBAGAI BUI(TI, yang bertandatangan di' bawah rru, telah diberi kuasa oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokc' ini.

lstllah "hadiah" berartl setiap benluk imbalan yang diterima dalam rangka kompetisi
selain yang dimaksud dalam Pasal 17.

Ad.Pasal22

Difahami bahwa ketentuan-ketenluan dalam Pasal 5 ayat 4 a dan b tidak rneruiuk
pada pengangkulan yang menyertai kegialan penjualan.

Ad. Pasal 5 ayat 4

Unluk kepentingan Pasal 5 aval 2 i), kegiatan-I<egiatan yang dhnaksud horus
dilakukan di Negara Pihak Lainnya pada Perselujuan untuk jangka waktu yang jumlahnya
melebihl 30 had dalam jangka waklu 12 bulan, dan akan dianggap tidak mencakup:

(a) salu atau gabungan kegialan-kegialan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayal4.
(b) jasa derek atau jangkar oleh kapal laut yang didesain lerutama unluk tujuan

tersebul dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh kapal laul
terse but.

(c) pengangkutan barang alau penumpang dengan kapal laul atau pesawat
udara dalam [alurlalu Hntas internasional.

Ad. P(ls<l15 ayat 2 (il

Pada saat penandalanganan Pcrsetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda
dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Denqan Pajak atas Penghasilan
antara Republik Portugal dan Republik Indonesia, para penandatangan telah sepakat
bahwa ketentuan-ketentuan yang berikul rnerupakan baqian yang lidak terplsahkan dari
Persetujuan ini:

PROTOKOL

•

•
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N. HASSAN WIRAJUDA
Menteri Luar Negeri

ANTONIO MARTINS DA CRUZ
Menteri Luar Negeri

UNTUK REPUBLIK PORTUGAL

, ..,.,.,..,

~vvV-4
UNTUK REPUBLIK INDONESIA

DIBUAT dalarn ranqkap dua di Llsabon pada langgal 9 Juli 2003, dalarn bahasa
Indonesia, Porlugis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sarna.
Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran alau penerapan Perselujuan ini, naskah
dalarn bahasa In9uris akan berlaku,
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